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WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka BLUD-
Puskesmas wajib menyusun perencanaan 5 (lima) tahun
untuk strategi pengelolaan BLUD pada Puskesmas,

a.

»

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Rejo
Tahun 2020-2024,

b.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3711),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171)

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1312),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213),

6.

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1676),

8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68),

9.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO TAHUN 2020-
2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Tarakan.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Tarakan sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
BPKAD Kota Tarakan.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Dinas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan daerah pada umumnya.
BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan dinas yang memberikan pelayanan

3.
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5.
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8.

9.

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

perseorangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola

pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
bisnis adalah Dokumen perencanaan pada BLUD
Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas yang
Selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana

anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran BLUD Puskesmas.
Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya
disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang
telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Rencana Kerja BLUD-Puskesmas yang selanjutnya
disingkat Renja BLUD-Puskesmas adalah dokumen

perencanaan BLUD-Puskesmas untuk periode 1 (satu)
tahun.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan

5

pembangunan daerah.
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17.

18.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk
menghasilkan keluaran output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program,
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran

(output), hasil (outcome), dampak (impact).



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat

terwujud.
Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak fimpact) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh
dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal atau ketentuan tentang

spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang
diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen

yang memuat rencana pendapatan, dan belanja

sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD-Unit Kerja.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan



34.

35.

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan BLUD-Unit

Kerja.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan

keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah

yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO

(1)

(2)

Pasal 2

Renstra Puskesmas Karang Rejo Tahun 2020-2024

merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tarakan

Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun

2020-2024.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman BLUD-Puskesmas dalam penyusunan Renja
dan RBA BLUD-Puskesmas.



(1)

(1)

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

PUSKESMAS KARANG REJO

Pasal 3

Renstra BLUD Puskesmas Karang Rejo sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 memuat:

a.

b.

C.

pernyataan visi dan misi,
rencana pengembangan layanan,

strategi dan arah kebijakan,
rencana program dan kegiatan, dand.

rencana keuangan.e.

Pasal 4

Renstra BLUD Puskesmas Karang Rejo disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Pelayanan Puskesmas

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Fungsi
BAB IV : Tujuan dan Sasaran
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan
BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

BAB VIII Penutup
Renstra BLUD Puskesmas Karang Rejo sebagaimana(2)

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desembe 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

SUPARLAN

WALI KOTA TARAKAN

KHABRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 281



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO

KOTA TAHUN 2020-2024.

BAB I Pendahuluan.
BABII Gambaran Pelayanan Puskesmas.
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Fungsi.
BAB IV Tujuan dan Sasaran.
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.
BAB VI Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan.
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan.
BAB VIII Penutup.

WALI KOTA TA

———
RULKH
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